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Pendahuluan

Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1988 Menteri Keuangan dan Gubernur
Bank Sentral negara-negara maju yang tergabungndai&Group of Seven (G7) seperti Perancis,
Jerman, ltalia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat Hanada mendirikaRinancial Sability Forum
(FSF) pada tanggal 20 Februari 1999. Tujuan utama pandiSF adalah sebagai forum koordinasi
global dalam mempromosikan regulasi sektor keuangmmg efektif, pengawasan kebijakan
keuangan, dan stabilitas sistem keuangan intemas{®raghi, 2009). Setelah terjadinya krisis
ekonomi pada tahun 1998 dan 2009, kelompok negaja amggota G7 menyadari bahwa upaya
menciptakan stabilitas perekonomian dan keuangamabtidak dapat hanya dilakukan oleh negara
anggota G7 semata, namun negara emerging dan negd@mnmbang juga mempunyai peranan

yang cukup signifikan dan nyata dan perlu dilibatdalam pengambilan keputusan global.

Menindaklanjuti dinamika yang berkembang, padagomeutan KTT G20 di London tanggal
2 April 2009, para pemimpin negara G20 telah merkbermandat untuk mendirikarFtnancial
Sability Board (FSB)” yang memiliki basis kelembagaan dan kapasitasgy#bih kuat
dibandingkan dengan FSF, serta bertujuan untuk regmat stabilitas keuangan global, termasuk
menjaga stabilitas keuangan di kawasan dardadinestic markets. Perubahan inimembawa
konsekuensi tugas dan tanggung jawab FSB menjhkih kerat dan kompleks ditambah dengan
adanya permintaan pekerjaan yang semakin meninigé&haih jauh lagi, struktur keanggotaan FSB
telah diperluas tidak hanya beranggotakan negajaraemaju, akan tetapi juga negara emerging
dan negara berkembang dan organisasi internasibealyan demikian, reformasi proses internal
yang dilakukan oleh FSB merupakan suatu keharuganl@mbaga ini dapat menjalankan tugasnya

dengan baik dan memenuhi mandat yang diterimany&28.

Sebagai organisasi internasional yang mempunyastdglam penyusunan standar regulasi
dan pengawasan global, FSB masih mempunyai bebétajgmmahan yang perlu dibenahi.

Kelemahan yang paling terlihat adalah yang terfaitgan kapasitas, tata kelola dan sumber daya
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yang dimilikinya. Selain itu, struktur keanggotaganuga belum mencerminkan keseimbangan
yang adil, baik secara geografis maupun fungsinkeégaannya. Kelemahan yang ada ini akan
mempengaruhiegitimacy FSB dan dapat menghambat upaya dalam memenuhiatngadyaitu
ikut berperan aktif dalam menciptakan stabilitasasegan global dan mencegah terjadinya krisis di
masa yang akan datang. Sebagai langkah antigyaak, pertemuan KTT G20 di Seoul tahun 2010
para pemimpin negara G20 telah meminta FSB menyiimmparoposal mengenai reformasi proses
internalnya (G20, 2010).

Fokus Paper

Setelah mendapatkan mandat yang lebih luas darj 688 diharapkan dapat berperan
lebih aktif dalam menciptakan kestabilan sektorakgan global dan mencegah terjadinya krisis
serupa di masa yang akan datang. Untuk dapat mémefjuan ini, reformasi proses internal yang
telah dilakukan oleh FSB perlu dilakukan secar&dmnambungan. Pembahasan di dalam paper
ini akan difokuskan kepada proposal reformasi F&Bgydilakukan melalui penguatan kapasitas,

tata kelola dan sumber dayanya, dan diskusi yarigidang di dalam pertemuan-pertemuan G20.

Sebagai organisasi internasional yang mempunyainpg&rategis dalam menjaga stabilitas
sektor keuangan global, reformasi dalam prosesnaltd=SB sudah menjadi keharusan. Hal ini
ditujukan agar FSB dapat lebih mudah dalam mengenibgas dan mandat yang diterimanya.
Beberapa hal yang dipandang sebagai kelemahanki@Busnya yang menyangkut kapasitas, tata
kelola dan sumber daya, antara lain struktur keatagmnya yang belum mencerminkan
keseimbangan yang adil, sumber pendanaan orgag&sagibelum otonom, dan terbatasnya jumlah
komite yang ada sehingga berpengaruh dalam kapagitauntuk menyelesaikan tugasnya yang

semakin berat dan kompleks.

Struktur Organisasi FSB

Sesuai dengafrSB Charter, struktur organisasi FSB terdiri dari: (B)enary atau rapat
pleno; (b) Steering committee atau komite pengarah; (cThairperson/ketua FSB; dan (d)
Sekretariat.

a. Plenary atau disebut juga dengan rapat pleno (rapat lgngkanua anggota) merupakan unit
pengambil keputusan di FSB yang dilakukan secarsewsus. Beberapa kewenangan yang

dimiliki oleh Plenary yaitu menetapkan program &ermmengadopsi laporan, prinsip kerja,
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pedoman dan rekomendasi, memutuskan keanggotaanregara, menunjuk ketua FSB dan

mengamandemerSB Charter (p. 3)

. Seering committee (SC) atau komite pengarah bertanggung jawab dalamberikan pedoman
dalam setiap pelaksanaan rapat pleno. Keanggotaadiysulkan oleh Ketua FSB dan
diputuskan dalam rapat pleno. Komposisi anggotaiteompengarah diupayakan semaksimal
mungkin untuk mencapai efektivitas penyelesaianepa&an FSB dan mempertimbangkan
keseimbangan keterwakilan setiap negara anggdtantemurut letak geografis maupun fungsi
kelembagaan. Keanggotaan komite pengarah akanaditilang secara periodik. Pertemuan
rutin komite pengarah paling sedikit dilaksanakakadi dalam satu tahun. Tugas komite
pengarah, diantaranya adalah memonitor dan merpbdoman atas pekerjaan yang sedang
dilaksanakan, menjaga koordinasi antar kelompojakerelakukaroint strategic reviews, dan

menyelesaikan pekerjaan yang penting bagi FSB untrkenuhi mandatnya (p. 5).

. Ketua FSB ditunjuk oleh anggota dalam rapat plentuku masa kerja selama 3 tahun, dan
sesudahnya dapat diperpanjang 1 (satu) kali masadpe Ketua FSB memimpin setiap rapat
pleno dan pertemuan komite pengarah, dan juga mesgskerja sekretariat. Ketua juga

menjadi juru bicara dan mewakili FSB pada setiapdtan eksternal (p.6).

. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jahdgng diangkat dalam rapat pleno atas
usulan Ketua FSB. Sekretaris Jenderal bertanggwma kepada Ketua FSB dan melaksanakan
tugas atas instruksi Ketua. Dalam mengangkat stagKeetariatan, Sekretaris Jenderal harus
mempertimbangkan komposisi yang adil bagi setiaggata dengan memperhatikan letak
geografis dan fungsi kelembagaaan yang ada dpsetigara anggota. Tugas utama secretariat
adalah mendukung kegiatan FSB, memfasilitasi k&ajaa antar anggota, dan antara FSB dan
institusi lainnya, dan mengelola masalah keuangagstik, dan sumber daya manusia yang
diperuntukan bagi FSB. Lokasi kantor FSB beradaap&antor Bank for International
Settlement (BIS) yang berlokasi di kota Basel, Swiss (p. 6).

Keanggotaan FSB

Sesuai dengan database FSB pada tahun 2012, FSBumgmn susunan keanggotaan

sebagai berikut: (1) 24 negara yang merupakan vaakil negara maju, negara BRIC dan negara

berkembang; (2) wakil dari organisasi internasiosgperti: Bank for International Settlements

(B1S), European Central Bank (ECB), European Commission (EC), International Monetary Fund
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(IMF), the World Bank, danOrganisation for Economic Coordination and Development (OECD);
dan (3) wakil dari beberapa organisasi penyusundataregulasi internasional, sepeiBasel
Committee on Banking Supervision (BCBS), Committee on Payment and Settlement Systems
(CPSS), International Association of Insurance Supervisors (IAIS), International Accounting
Sandards Board (IASB), dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
(Website FSB, 2012).

Keanggotaan pada FSB Plenary

Sebagaimana telah diuraikan dalam struktur organfS8B di atas, perangienary atau
rapat pleno sangat penting dan strategis karedalam rapat pleno inilah semua keputusan penting
akan dihasilkan oleh FSB. Dengan demikian, negagg@a yang mempunyai wakilnyapmenary
akan terlibat secara aktif dalam menentukan ardhjak@n dan program kerja FSB ke depan.
Apalagi jika satu negara memiliki 3 kursi glenary akan sangat berpengaruh dalam proses
pengambilan keputusan di FSB.

Tabd 1. Susunan keanggotaan pada FSB Plenary

No. Negara Bank Sentral Kementerian OtoritasJasa | Jumlah Anggota
Keuangan Keuangan
1. | Argentina v 1
2. | Australia v v 2
3. | Brazil v v v 3
4. | Canada v v v 3
5. | China v v v 3
6. | France v v v 3
7. | Germany v v v 3
8. | Hongkong SAR v 1
9. | India v v v 3
10. | Indonesia v 1
11. | ltaly v v 3
12. | Japan v v 3
13. | Mexico v v 2
14. | Netherlands v v 2
15. | Korea v v 2
16. | Russia v v v 3
17. | Saudi Arabia v 1
18. | Singapore v 1
19. | South Africa v 1
20. | Spain v v 2
21. | Switzerland v v 2
22. | Turkey v 1
23. | UK v v v 3
24. | USA v v v 3
25. | International Organizations 6
26. | International standard setting 7
bodies

Sumber: Website FSB tahun 2012 (data diolah pénulis



Tabel 1 menceritakan mengenai struktur keanggofsB pada rapat plenglénary).
Struktur keanggotaan dalam FSB ini dapat dibagddsarkan letak geografis dan berdasarkan
fungsi kelembagaannya. Berdasarkan letak geogyafisegara-negara maju masih mendominasi
keanggotaan dFSB Plenary. Tabel 1 secara rinci menjelaskan bahwa negarasegaju yang
sebagian besar terletak di wilayah Eropa, Amerikastralia dan Asia (Jepang) semuanya
berjumlah 12 negara. Negara BRIC (Brasil, Rusgidial dan China) yang mewakili wilayah
Amerika Latin dan Asia Timur berjumlah 4 negarad&®@egkan negara berkembang yang terletak di

wilayah Asia Tenggara, Amerika bagian Selatan,Afaika bagian Selatan berjumlah 8 negara.

Berdasarkan fungsi kelembagaannya, kepemilikani lagtsap negara anggota paH&B
Plenary adalah berbeda-beda antara 1 sampai dengan 3ylamgimasing-masing diperuntukkan
bagi Bank Sentral, Kementerian Keuangan dan Osodtsa Keuangan. Sesuai dengan tabel 1 di
atas, negara maju dan negara BRIC rata-rata mendlikursi di FSB Plenary, sehingga
mendominasi total kepemilikan kursi #llenary. Adapun, rata-rata kepemilikan kursi negara
berkembang antara 1 dan 2 kursi. sebagai contdonésia hanya memiliki 1 (satu) kursiFisB

Plenary yang diwakili oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan keanggotaan 8B Plenary, Indonesia pernah menyampaikan proposal
untuk meminta tambahan keanggotaan bagi wakil idamenterian Keuangan @SB Plenary.
Proposal ini disampaikan kepada Ketua FSB melalwatsbersama yang ditandatangani oleh
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (Sheasama, 2011). Alasan kuat yang
mendasari Indonesia menyampaikan proposal terselaldh:

e Cakupan program kerja FSB meliputi penyusumegulatory global tidak hanya di sektor
perbankan, namun juga sektor non-bank seperti rsurgpasar modal, dan lembaga
pembiayaan. Untuk kebijakan perbankan, kehadirark Badonesia di FSB adalah sudah tepat.
Namun, untuk kebijakan yang menyangkut asuransarmpaodal dan lembaga pembiayaan, hal
ini merupakan kewenangan pemerintah, dalam h&lementerian Keuangan.

» Kehadiran wakil Kementerian Keuangan di FSB, tidenya dapat memperluas cakupan
regulatory yang akan dibuat, namun juga dapat mempercepaeprpembahasan di DPR
khususnya yang menyangkut kebijakan sektor keuadgammplementasinya di Indonesia.

Setelah melalui proses pembahasan di komite pemgal@ mempertimbangkan
rekomendasi yang disampaikan pienary, rapat pleno FSB akhirnya memutuskan belum dapat

menyetujui proposal Indonesia, dengan alasan taambkbrsi yang ada akan diperuntukkan bagi
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wakil dari Afrika dan Timur Tengah yang belum memypai wakilnya diFSB Plenary. Namun,
apabila melihat susunan keanggotaan di FSB Pleb&§, saja negara-negara maju mengurangi
dominasi kepemilikan kursinya dan diberikan kepadzkil dari negara emerging dan negara

berkembang agar struktur keanggotaan di FSB labitdan berimbang.

Keanggotaan pada Komite Pengar ah (Steering Committee)

Komite PengaraliSteering committee) merupakan unit strategis di FSB dalam membantu
pelaksanaan tugas Ketua FSB. Susunan keanggotadte kgengarah diusulkan oleh Ketua FSB,
dan komite ini berperan besar dalam memberi pedataararahan bagi operasional kegiatan FSB,
selain memiliki kewenangan untuk melakukan moniig@ratas pekerjaan yang sedang dijalankan
dan implementasinya. Setiap usulan dan tugas yakagit dengan proses internal FSB akan dibahas

terlebih dahulu di dalam komite pengarah, sebelantinya diputuskan di dalam rapat pleno.

Tabel 2. Susunan Anggota Komite Pengarah (Steering Committee) FSB (7 Feb 2012)

No. Nama Ingtitusi Negara
1. | Mark Carney Bank of Canada Canada

2. | Glenn Stevens Reserve Bank of Australia Australi
3. | Alexandre Antonio T Banco Central do Brasil Biras

4. | Julie Dickson Financial Institutions Canada

5. | Zhou Xiaochuan The People’s Bank of China China

6. | Ramon Fernandez Ministry of Economy, Financeladdstry France

7. | Christian Noyer Banque de France France

8. | Thomas Steffen Ministry of Finance Germany
9. | Jens Weidmann Deutsche Bundesbank Germany
10. | K C Chakrabarty Reserve Bank of India India

11. | Ignazio Visco Banca d'ltalia Italia

12. | Masamichi Kono Financial Services Agency Japan
13. | Takehiko Nakao Ministry of Finance Japan

14. | Kyungho Choo Financial Services Commission Kore

15. | Agustin Carstens Carstens Banco de Mexico Nexic
16. | Gerardo Rodriguez R Ministry of Finance Mexico
17. | Klaas Knot De Nederlandshe Bank Netherlands
18. | Sergey Storchak Ministry of Finance Russia
19. | Alexey Ulyukaev Central Bank of the Russian.Fed Russia

20. | Fahad Almubarak Saudi Arabian Monetary Agency audbArabia
21. | Ravi Menon The Monetary Authority of Singapore Singapore
22. | Ismail Momoniat National Treasury South Africa
23. | Miguel Angel Fernandez Bank of Spain Spain

24. | Thomas Jordan Swiss National Bank Swiss
25. | Tom Scholar HM Treasury UK

26. | Adair Turner Financial Services Authority UK

27. | Lael Brainard Department of the Treasury USA

28. | Mary Schapiro Securities and Exchange Commmissio USA

29. | Daniel K Tarullo Federal Reserve System USA

30. | Jose Vinals Monetary and Capital Markets Dept MF |

31. | Jaime Caruana General Manager BIS

32. | Vitor Constancio European Central Bank ECB




33. | Jonathan Faull Internal Market and Services EC

34. | Stefan Ingves Chairman, Basel Committee on Bgnk BCBS
Supervision

35. | Peter Braumuller Chairman, International Asstian of IAIS (Austria)
Insurance Supervisors

36. | Hans Hoogervorst Chairman, International ActimgnStandardg IASB
Board

37. | William C Dudley Chairman, Global Financial 8&m New York

38. | To be determined Chairman, Committee on Paymaaht
Settlement Systems

39. | Tiff Macklem Chairman, FSB Standing Committee o Canada
Standards Implementation

40. | Paul Tucker Chairman, FSB Resolution Steering UK

Sumber: website FSB tahun 2012 (data diolah pénulis

Tabel 2 di atas menggambarkan kepemilikan kursareegnggota di komite pengarah FSB.
Dapat dilihat bahwa negara-negara maju masih memaairkepemilikan kursi di komite pengarah,
sedangkan negara berkembang keterwakilannya masgatskurang. Dari total 29 kursi yang telah
dialokasikan untuk 20 negara anggota, total kepkanilkursi negara maju adalah 18 kursi dengan
rincian: Amerika Serikat (3 kursi), Canada (2 kyrdepang (2 kursi), Perancis (2 kursi), Jerman (2
kursi), Inggris (2 kursi), Australia (1 kursi), lie (1 kursi), Belanda (1 kursi), Spanyol (1 kuysi)
dan Swiss (1 kursi). Negara BRIC memiliki 5 kudgingan rincian: Brasil (1 kursi), Russia (2
kursi), India (1 kursi), dan China (1 kursi). Segkan total kepemilikan kursi negara berkembang
adalah 6 kursi dengan rincian: Mexico (2 kursi)yéa (1 kursi), Singapore (1 kursi), Saudi Arabia
(1 kursi), dan Afrika Selatan (1 kursi). Dengammi@an, keterwakilan negara berkembang di
komite pengarah masih sangat terbatas apabila abélimlah negara dan kursi yang dimilikinya.
Hal ini menjadi lebih ironis apabila mempertimbaagkbahwa negara berkembang memiliki total
jumlah negara yang lebih banyak dan cakupan wilayaiy luas yang tersebar di Asia, Afrika,

Eropa Timur dan Amerika Latin.

Dengan menganalisis kedua tabel di atas, kirangmiear bahwa susunan keanggotaan
FSB, baik diplenary maupun di komite pengarah masih belum berimbat@yamegara maju dan
negara berkembang, baik dari segi keterwakilark Igg@ografis maupun sesuai dengan fungsi
kelembagaannya. Dominasi negara maju masih terjia$ di kedua posisi tersebut. Sedangkan
negara berkembang yang jumlah negaranya lebih kahgy@a dengan cakupan wilayahnya sangat
luas, keterwakilannya masih kurang. Hal ini memukeru anggapan bahwa negara-negara maju
mempunyai kepentingan yang kuat dalam penataatasdeuangan global yang sedang berjalan
saat ini. Sebagai usulan perbaikan di masa merglataformasi di FSB perlu diarahkan agar
tercapai susunan keanggotaan yang lebih berimbdeggan menambah keterwakilan dan
kepemilikan kursi bagi negara berkembang. Susureandgotaan yang berimbang ini cukup



penting agar FSB mendapatkdegitimacy dunia internasional atas tugas dan peran yang

dimilikinya.

Program Kerja FSB

Pertemuan G20 di Washington, DC, di London darsBttgh pada tahu 2008 dan 2009
merupakan pemicu mulai dibicarakannya program kemjak mereformasi sektor keuangan global
pada pertemuan G20. FSB telah menyampaikan bebpragam kerja dengan tujuan membangun
sistem keuangan yang lebih kuat dbsss procyclical, yang dapat mendukung kebutuhan
pembangunan ekonomi di negara anggota . Indonssigai salah satu anggota G20 yang juga
menjadi anggota padginancial Sability Board (FSB) mendukung program kerja FSB sebagai
berikut.

» Penerapan standar baru mengenai permodalan datthksubank Basel 111)
» Kerangka untuk mengatasi resikooral hazard yang ditimbulkan oleh SIFI$Systemically
Importance Financial Institutions)

* Reformasi skim kompensasi bagi eksekutif di lembdegangan

» Perluasan perimeter peraturan dengan menyertaka@T€ derivatives markets, hedge funds
dan credit rating agencies

* Penguatan kepatuhan terhadap standard internasional

* Penguatan standard akuntansi

» Pengembangan kerangka kebijakan makroprudensial

» Langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktusgra

* Pengaturan Lembaga Pemeringkat

» Pendirian Supervisory Colleges

» Reaktivasi pasar sekuritisasi dengan landasar psiale/ang lebih kuat

* Pengaturan sistem pengawasan yang menyeluruh Ibaikgtat nasional, regional maupun
internasional

» Alat-alat pengawasan untuk meningkatkan standaa tetlola, manajemen resiko dan
perlindungan modal pada lembaga keuangan.

Selanjutnya, FSB akan memantau konsistensi atakgamaan program reformasi tersebut,
diantaranya melalui mekanismeer reviews dan penyampaian laporan secara rutin kepada G20.



Agenda Reformasi FSB di G20 dan Perkembangannya

KTT G20 di Seoul, Korea Selatan tahun 2010

Sebagai tindak lanjut dari program kerja FSB yaitgaslkan pada pertemuan-pertemuan
G20 sebelumnya, pada KTT G20 di Seoul, Korea Selaaun 2010, para pemimpin negara G20
telah meminta FSB untuk menyampaikan proposal mengenguatan kapasitas, sumber daya dan
tata kelolanya. Penguatan proses internal FSBukug mendesak mengingat cakupan kerja FSB
yang semakin luas dan kompleks, serta banyakegedatory issues yang harus dibahas di FSB.

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 bulan April 2011

Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bamtkehb G20 pada bulan April 2011,
FSB telah menyampaikan proposal awal mengenai upaypguatan kapasitas, tata kelola dan
sumber dayanya, yang berisikan hal-hal sebagdiuigfSB, 2011).

Penguatan Tata Kelola (Governance) FSB yang dapat dilakukan melalui beberapa upaya

yaitu:

a. Memperkuat peran rapat plene Plenary). Rapat pleno merupakan instutusi/lembaga yang
sangat penting dalam struktur FSB karena instituismempunyai tugas dan fungsi sebagai
lembaga pengambil keputusan di FSB.

* Tantangan yang dihadapi:
Sejak FSF berubah menjadi FSB, scope dan kecegatgn FSB telah diperluas. Hal ini
berdampak kepada jumlah pertemuan yang dilaksanalk@inkomite pengarah dan komite
tetap menjadi meningkat, demikian juga dengan jonpi@posal yang disampaikan dalam
rapat pleno untuk mendapat persetujuan meningkaara langsung hal ini akan berakibat
kepada pembahasan di dalam rapat pleno menjacidgimgensif karena terbatasnya waktu
pembahasan untuk membahas proposal yang jumlabmeaksr meningkat.
» Solusi yang ditawarkan:
= Meningkatkan arus informasi dan akses yang lebgatcdan lengkap atas agenda dan
dokumen rapat komite pengarah dan tetap. Semuardkbharus sudah didistribusikan
jauh sebelum tanggal pelaksanaan rapat agar seiggota komite mempunyai waktu
cukup untuk melakukareview. Dimungkinkannya pembuatan keputusan secaraigertul
atau melalui komunikasi per telepon, sehingga rag@no hanya difokuskan untuk
membahas isu-isu substantif dengan lebih intensif.
= Mengharuskan agar mandat dari kelompok kerja d#ipatujui oleh rapat pleno. Hal ini

akan memastikan semua anggota FSB mempunyai kessempatuk menyampaikan
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masukan sebelum pekerjaan substantif dimulai. Rguse mandat dapat disampaikan
melalui tertulis, apabila jadwal rapat pleno betiilia masih jauh.
= Memperpanjang waktu rapat pleno selama 1.5 samperiketika memiliki agenda

pembahasan yang cukup banyak.

b. Memperkuat perwakilarr €oresentativeness) pada komite-komite di FSB

Sesuai dengaRSB Charter, komite pengarah dan komite tetap merupakan bataanstruktur
internal FSB. Semua anggota pada kedua komitebigrsgan terlibat pada beberapa kegiatan,
namun tidak ada anggota yang dapat terlibat padauasekegiatan. Baik komite pengarah
maupun komite tetap menunjukkan tingkat kehadirangytinggi dalam setiap rapat, hal ini
menjadi kunci efektivitas pelaksanaan tugas merékKaB Charter mensyaratkan bahwa
perwakilan di komite pengarah harus seimbang ménukilayah maupun fungsi
kelembagaannya. Namun, mengingat luasnya mandgt dierikan kepada komite pengarah,
susunan komite pengarah saat ini tidak memenukipeatan tersebut. Tidak ada perwakilan
dari wilayah Timur Tengah dan Afrika, semational treasuries di dalam komite pengarah.
Oleh karena itu perlu disusun kembali komposisinggataan di dalam komite pengarah
dengan mempertimbangkan ketentuan yang baru, daramimhkan mengenai pengaturan
mengenai pengawasan sistemik, serta menghindarilip@m ketua FSB yang berasal dari

lembaga internasional yang memiliki jabatan rangkap

Penguatan inklusifitas dan akuntabilitas Publik (public inclusiveness and accountability) yang

dapat dilakukan melalui:

a. Adopsi model tata kelola yang lebih mewakili unte&B
Saat ini FSB memiliki anggota dari 24 negasedangkan the regional consultative groups
initiative yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat menwigil dari 70 negara yang bukan
merupakan anggota FSB. Sehingga secara keselufa&8nmemiliki jaringan di 94 negara di
seluruh dunia yang akan memperkuat legitimasi daamannya dalam membentuk penerapan
standar keuangan internasional dalam skala yanp leas. Namun, konsisten dengan visi
jangka panjangnya, FSB perlu memperluas keanggoyaanntuk menjadikannya organisasi
yang benar-benar mendunia.

b. Keterbukaan dan akuntabilitas
FSB perlu menyempurnakan masalah keterbukaan kdartadilitas. Langkah-langkah khusus
sedang dilakukan, sebagai contoh padd#site FSB akan disediakan ruang untuk negara
anggota dalam memberikan respon mengenai kemapuam tglah dicapai dalam pelaksanaan

berbagai rekomendasi kebijakan di dalam negeri.ikladapat mendorong transparansi dalam
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hal publikasi pencapaian komitmen oleh negara aagdoi masa yang akan datang, setiap
negara anggota dapat menyampaikanpolicy notes untuk konsumsi publik sebelum diadopsi
oleh FSB. Masalah keterbukaan lain yang perlu essgkan adalah mengenai komposisi

anggota dari berbagai komite di dalam FSB, belymllikasikan melalui website FSB.

Mengenai isu akuntabilitas, moto FSB adalah “rmepin dengan memberi teladan”
(leading by example). FSB telah berkomitmen menerapkan standar internalsdan kebijakan
yang telah disetujui oleh internal FSB, merupakanteh bagi negara konstituennya. Namun,
mekanisme di FSB mengenai pemantauan dan penkarmitmen negara-negara anggota perlu
disempurnakan. Sejalan dengan hal ini, perlu didlemiekanisme formal untuk memastikan
tercapainya evaluasi yang objektif apakah negargg@a benar-benar telah memenuhi

komitmennya.

Penguatan Proses Internal FSB

Atribut yang diharapkan dari FSB adalah prosesrmaieyang tidak rumit, dengan tetap
mengacu kepada kecepatan dan fleksibilitas. Deraglamya perluasan mandat, meningkatnya
agenda kerja, dan berbagai laporan yang salingiterkendorong perlunya disusun prosedur dan
proses yang sistematis yang meliputi struktur mdeFSB. Perbaikan akan hal-hal tersebut dalam
waktu dekat akan meningkatkan efisiensi dan traasiga atas pelaksanaan fungsi-fungsi FSB,
sebagai berikut:

a. Penguatan arus informasi kepada negara anggota
Untuk memperbaiki arus informasi kepada seluruhgateg rapat pleno, diusulkan agar
dokumen untuk rapat komite-komite di FSB didistsian melalui website FSB. Hal ini
memungkinkan para anggota untuk mengikuti perkegidyardan memberikan masukan atas
masalah-masalah yang dibahas dalam komite-komgeltet.

b. Penjadwalan pertemuan secara rutin
Rapatplenary yang terdiri dari rapat komite pengarah dan kortetap, perlu di jadwalkan
secara rutin setiap tahun dan dapat ditetapkan padh tahun, serta mengikuti mekanisme
sebagai berikut:
» Jangka waktu antara rapat komite pengarah dan pégrad minimal 10 hari kerja.
« Jangka waktu antara rapat pleno dan pertemuan WMdfg@@angan dan Gubernur Bank

Sentral G20 atau pertemu@20 Leaders minimal 10 hari kerja.
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c. Memperbaiki penyampaian dokumen pertemuan
Dokumen untuk pertemuan-pertemuan FSB (rapat pleomjte pengarah, komite tetap dan
rapat kelompok kerja) sudah diterima semua andgbti sebelum hari H.

d. Daftar anggota
Mandat dan susunan semua anggota komite dan kelokegpia harus dapat diakses di website
FSB, yang khusus diperuntukan untuk anggota. Akdentuk daftar kontak untuk setiap
sekretaris anggota FSB yang terdiri dari nama,tgahgekerjaan dan nomor telp/email yang

dapat dihubungi.

Isu Kapasitas dan Sumber Daya FSB

a. Isu kapasitas di FSB terkait dengan konsistensaksahaan pemantauan terhadap standar
keuangan internasional yang harus dilaksanakankg&h Saat ini FSB memiliki 2 mekanisme
untuk menjamin konsistensi atas penerapan starelanian internasional, yaitu melapeer
reviews dan laporan evaluasi mengenai kerjasama intemmasidan inisiatif pertukaran
informasi kepada G20. Terdapat pandangan bahw& hiatehal khusus seperti praktek-praktek
kompensasi yang terjadi, pemantauan dan evalussipaaktek ini harus dilakukan secara rutin
dan permanen oleh FSB, dan juga harus dilakukam sikgf ahli yang direkrut secara khusus
oleh FSB.

b. Isu sumber daya FSB (FSB resources) terkait demgaspektif jangka panjang mengenai
kemandirian pendanaan bagi FSB. Saat ini, dalamakukan pekerjaannya, FSB belum
mempunyai kapasitas dan sumber daya sendiri atagadekata lain FSB masih belum
independen dalam bekerja. Hal ini karena selamkebutuhan pendanaan FSB sebagian besar
dipenuhi melalui anggaraBank for International Settlement (BIS). Hal ini berdampak pada
kapasitas perekrutan pegawai sekretariat FSB benggnkepada anggaran BIS. Namun
demikian, sebaiknya pedoman untuk perekrutan pagiéipatuskan oleh staf FSB sendiri.

c. Kebutuhan staf FSB cukup mendesak. Sekretariat jE8Bahnya kecil dibandingkan dengan
bobot dan luasnya tugas dan tanggungjawab yang loilaksanakan. Untuk menjaga kualitas
pekerjaan yang sudah baik dan dalam rangka mesgesi tambahan tugas yang terus

meningkat, perlu dilakukan penambahan staf FSB.

Isu penguatan proses internal FSB ini memerlukard@aman dan langkah yang terstruktur
agar dapat diimplementasikan, baik dalam jangka@emaupun jangka panjang. Selanjutnya,
proposal FSB ini akan dibahas dan disahkan olela pamimpin negara G20 pada saat
pertemuan KTT G20 di Cannes, Perancis pada bulaemoer 2011.
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KTT G-20di Cannes, Perancistahun2011

Pada KTT Cannes, Perancis pada tanggal 4 Noventlddr, para pemimpin negara G20
setuju untuk memperkuat kapasitas, tata kelolasdarber daya FSB melalui upaya:

a. Menjadikan FSB sebagakEhduring organizational footing” yang memiliki badan hukum tetap,
tata kelola yang kuat, dan lebih otonom dalam peada organisasinya serta memiliki
kapasitas yang meningkat agar dapat mengkordimaspg@ngembangan dan penerapan
kebijakan regulasi keuangan global, dengan tidgla Imenjaga hubungan baik dengan BIS
yang sudabh terjalin selama ini.

b. Menetapkan kembali komposisi keanggotaan pada kqmengarahtiie steering committee).

c. Memperkuat koordinasi dengan organisstandard setting bodies ((SSBs) lainnya dalam hal

pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan.

Selanjutnya dalam rangka untuk memperkuat kapadietlembagaannya, FSB akan
meminta endorsement dari pemimpin negara G20 agezka diijinkan untuk memilikdiegal entity
dengan menjadi Asosiasi dengan mengadopsi hukurssSiieski bentuk asosiasi merupakan opsi
yang paling mungkin bagi FSB, adopsi hukum Swisdupmendapat kajian lebih lanjut dari
yurisdiksi anggota FSB agar tidak merugikan keatmggmya. Selain itu, FSB juga perlu
memperluas dan memformalkan jangkauan kegiatannyarmdkeanggotaan G20, misalnya melalui
kegiatan Regional Consultative Group” yang sudah berjalan sebagai salah satu mekanisme
outreach FSB.

Di sisi lain, mengingat anggaran FSB masih bergantkepada anggaran BIS, ke depan
FSB akan meminta anggotanya untuk membayar iurbagse upaya untuk memperkuat sumber
daya yang ada saat ini. Terkait hal ini, dalangkanpanjang Indonesia perlu memperjuangkan
untuk mendapatkan tambahan 2 (dua) kurgplenary dan 3 (tiga) kursi dFSB Asian Regional
Consultative Group. Upaya ini perlu dilakukan antara lain melalui pekatan diplomasi.

Pertemuan FSB Plenary bulan Januari 2012

Pada pertemuaRSB Plenary pada bulan Januari 2012, seluruh anggota FSB aepatuk
mengubah komposi&teering Committee dan menetapkaHigh-Level Group on FSB Governance
and Resource yang akarbertanggung jawab untuk memperkuat organisasi danbima hubungan

yang erat dengan BI&ligh-Level Group ini akan menyampaikan laporan akhir mengenai temua
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dan rekomendasi padkEB Plenary Meeting 2012, yang selanjutnya akan disampaikan kepada par
pemimpin negara G20 pada KTT G20 di Los Cabos @819 Juni 2012.

komite pengarah sesuai dengan halgiary meeting tersebut, sebagai berikut:

Usulan perubahan komposgeering committee ini tercermin dalam penambahan kursi di

* Penambahan masing-masing 1 kursi untuk wilayah rgéieg/ang belum terwakili yaitu Timur

Tengah dan Afrika, sehingga seluruhnya ada tambatamsi.

* Penambahan satu kursi masing-masing untuk Troika ya2g saat ini dijabat oleh Perancis,

Mexico dan Rusia, sehingga seluruhnya ada tambzkarsi.

 Penambahan masing-masing satu kursi untuk Treadamynegara-negara yang dipandang

mempunyai potensi krisis besar versi penilaian IM&tu Amerika Serikat, Inggris, Jerman,

Jepang, dan Perancis, sehingga seluruhnya adaltambaursi.

* Penambahan satu kursi untuk Spanyol.

* Penambahan satu kursi untuk Singapura dengan alebagai pusat keuangan.

» Keanggotaan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua)rtaekali.

Tabel 3. Komposisi FSB Steering Committee sebelum dan sesudah penambahan

No. Wilayah Negara Jumlah SeatJumlah Seat| Alasan Penambahan Se
Sebelum Sesudah
1. | Amerika Utara Canada 2 2
Amerika Serikat 2 3 Systemically Important
Country
2. | Amerika Latin Mexico 1 2 Troika G-20
Brasil 1 1
Australia Australia 1 1
4. | Asia China 1 1
India 1 1
Jepang 1 2 Systemically Important
Country
Korea 1 1
Singapore 0 1 Financial Centre
5. | Timur Tengah Saudi Arabia 0 1 Mewakili MiddlesEa
6. | Eropa France 1 2 Troika G-20, Systemicg
Important Country
Germany 1 2 Systemically Important
Country
Italy 1 1
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Netherlands 1 1
Russia 1 2 Troika G-20
Spain 0 1
Swiss 1 1
UK 1 2 Systemically Important
Country
7. | Africa South Africa 0 1 Mewakili Afrika
8. | Lembaga International 7 7

Sumber: Website FSB tahun 2012 (data diolah pénulis

Tabel 3 menjelaskan penambahan kursi setiap negagota pada komite pengarah. Di sini
terlihat penambahan kursi di komite pengarah sababesar diperuntukkan bagi negara maju,
seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerngpanyol dan Jepang. Sedangkan alokasi untuk
negara emerging dan negara berkembang masih damgag.

KTT G-20di Los Cabos, M exico tahun 2012

Pada KTT Los Cabos, Mexico pada tanggal 18-19 20&P, para pemimpin negara G20
telah mengeluarkan rekomendasi dan mengesahka atas-SB Charter untuk menjadikan FSB
sebagai Enduring organizational footing” yang memiliki badan hukum tetap, tata kelola y&ogt,
dan lebih otonom dalam pendanaan organisasinya seiliki kapasitas yang meningkat agar
dapat mengkordinasikan pengembangan dan penerapgaklan regulasi keuangan global, dengan
tidak lupa menjaga hubungan baik dengan BIS yamglsuerjalin selama ini. Para pemimpin
negara G20 juga meminta agar pada pertemuan Mé&wseangan dan Gubernur Bank Sentral G20
pada tanggal 4-5 November 2012 di Mexico City, RBBh melaksanakan semua rekomendasi
Leaders tersebut. Selain itu, Para pemimpin negara G28 jugminta FSB agar terus melakukan
peninjauan ulang atas struktur keanggotaannya lagdr mencerminkan kesimbangan geografis
dan fungsi kelembagaan (G20, 2012).

Posis Indonesia

Sejak Pertemuan KTT G20 di Seoul, Korea Selatara patiun 2012 sampai dengan
pertemuan KTT G20 di Los Cabos, Mexico tahun 20@@onesia secara konsisten berkomitmen
memperjuangkan penguatan kapasitas, tata kelolswaber daya FSB. Komitmen Indonesia ini
tercermin dalam setiap intervensi atau kertas pgsisg disiapkan untuk setiap pertemuan G20
yang dihadiri. Berikut disampaikan ringkasan posisionesia terkait isu reformasi proses internal
FSB, sebagai berikut.
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Posisi pada Pertemuan G20 selama tahun 2011

Posisi Indonesia terkait isu penguatan prosesnatdfSB telah konsisten disampaikan pada
pertemuan-pertemuan G20 selama tahun 2011. Dirpatia pertemuaBeputies Meeting G20 di
Perancis tanggal 13-14 October 2012, dilanjutkangde pertemuarkFinance Ministries and
Central Bank Governors Meeting tanggal 14-15 Oktober 2011, dan sebagai puncag&yt@muan
KTT G20 di Cannes, Perancis pada tanggal 4 Nove2®El. Pada pertemuan-pertemuan tersebut,
posisi Indonesia adalah:

* Mendukung proses reformasi yang sedang dijalanledmkSB, khususnya dalam hal penguatan
Kapasitas, Tata Kelola dan Sumber Dayanya.

* Menyetujui dan mendukung kemajuan proses refornyasig telah dijalankan oleh FSB
utamanya yang menyangkut peningkatan sumber peadatan penguatan proses internal/tata
kelola FSB. Namun meminta FSB berupaya lebih kéags untuk menyelesaikan masalah
terkait isu kapasitasnya.

* Meminta FSB lebih transparan dan memperluas stktiktukeanggotaannya agar lebih
mencerminkan keseimbangan baik secara geografipunafungsi kelembagaannya. Hal ini
akan meningkatkan legitimacy FSB sebagai organiggsinasional yang bertugas menetapkan
standar regulasi keuangan global.

* Untuk memperkuatlegitimacy FSB, Indonesia mendukung inisiatif untuk menerapka
pendekatanbottomrup yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan regi@monsultation.
Upaya ini akan meningkatkan rasa kepemilikan daggang jawab baik bagi anggota maupun
bukan anggota FSB untuk menerapkan regulasi kenastgadar yang telah dihasilkan oleh
FSB di negara masing-masing.

» Terus mendukung upaya untuk mereformasi FSB adpin legitimate dan autonomy dalam
operasinya, utamanya dengan memperluas keanggalaasteering committee dengan

memasukan unsur eksekutif pemerintah di dalamnya.

Posisi pada Pertemuan G20 selama tahun 2012

Selama tahun 2012, sudah beberapa kali dilaksanm@éemuan G20, yang diawali dengan
pertemuan G20 tingkdDeputies tanggal 19-20Januari 2012, dilanjutkan denganeperan G20
tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Semiadla bulan 25-26 Februari dan 10-20 April
2012, dan terakhir pada pertemuan G20 tingkat kepedara di Los Cabos pada tanggal 18-19 Juni
2012. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, posisndsch terkait dengan upaya untuk terus

memperkuat kapasitas, tata kelola dan sumber daaaBalah sebagai berikut.
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* Indonesia mendukung penguatan kelembagaan daketata @overnance) Financial Sability
Board (FSB). Namun demikian, upaya penguatan kelembagaans tetap memperhatikan
struktur keanggotaan yang ada saat ini.

* Penguatan kelembagaan FSB oleh suatu negara dédpaskdn melalui langkah hukum
nasional agar tidak merugikan kepentingan negamadkn institusi yang saat ini telah menjadi
anggota.

* Indonesia terus mendukung upaya untuk mereforntaBi &gar lebiHegitimate danautonomy
dalam operasinya, utamanya dengan memperluas kataaggdisteering committee dengan
memasukan unsur eksekutif pemerintah di dalamnya.

* Perlunya melakukan loby kepada negara-negara aadgga0 lain yang duduk diteering
committee FSB, agar proposal Indonesia untuk menambah sasi tambahan dPlenary bagi

wakil dari Pemerintah bisa mendapat dukungan daalisasi.

Kesimpulan

FSB sebagai organisasi internasional yang baruirbetdngan mengemban tugas dan
mandat yang berat dan kompleks, diantaranya tueupeoan aktif dalam menjaga stabilitas
keuangan global dan mencegah krisis baru terjagtiu pmemiliki legitimacy yang kuat. Oleh
karena itu, reformasi di FSB yang dilakukan melgenguatan kapasitas, tata kelola dan sumber

dayanya merupakan suatu keharusan dan perlu ddaksgcara berkesinambungan.

Upaya-upaya untuk penguatan proses internal F&B thlakukan, namun masih ada celah
kelemahan yang perlu segera diselesaikan, diay@r&$SB perlumereview kembali struktur
keanggotaannya, baik dari sisi keterwakilan gedgrafaupun dalam hal keterwakilan fungsi
kelembagaannya agar tercipta struktur keanggotaarg yebih seimbang dan mencerminkan
keadilan bagi negara-negara di dunia. Selain ipaya untuk menciptakan sumber pembiayaan
yang otonom, yang tidak tergantung semata dari B&lu diprioritaskan agar FSB dapat lebih
objektif dan transparan dalam menentukan kebijatkam program kerja globalnya. Penguatan
kapasitas kelembagaan juga merupakan isu yang tkdd&h pentingnya, terutama dengan
meningkatkan kegiatamutreach yang sudah dilakukan selama ini, namun dengan eakup
pesertanya yang diperluas dengan melibatkan negemaanggota, dan memperhatikan
keseimbangan fungsi kelembagaan (pemerintah, bamkas dan OJK) dari setiap negara yang

terlibat.
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